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ABSTRAK

Peran lembaga pemasyarakatan dan masyarakat sebagai entitas yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan sanksi hukum, pada kenyataannya turut memegang peranan kunci dalam membentuk
lintasan hidup mantan narapidana pasca pembebasan. Meski demikian, tidak jarang mantan
narapidana dihadapkan pada stigma, diskriminasi, dan isolasi di berbagai aspek kehidupan,
sehingga mendorong terjadinya tindak pidana berulang (residivisme). Dengan demikian, muncul
sebuah pandangan bahwa hukum masih belum memberikan kepastian yang kuat, terlebih terhadap
mantan narapidana dengan terus bergulirnya sanksi sosial dari masyarakat. Penelitian socio-legal
ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain fenomenologi sebagai desain penelitian.
Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui kegiatan wawancara terhadap
para informan. Hasil dari wawancara tersebut akan dibahas secara deskriptif, untuk memberikan
perspektif yang komprehensif terkait persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi sebagai sanksi sosial terhadap mantan
narapidana tidak memberikan dampak yang positif bagi proses reintegrasi, terlebih karena adanya
peningkatan kecenderungan terjadinya pengulangan kejahatan oleh mantan narapidana. Selesainya
kewajiban hukum para pelaku kejahatan ternyata tidak diiringi dengan peran positif masyarakat
dalam mengakomodir perubahan perilaku para mantan narapidana, terlebih dengan adanya
stigma, diskrimnasi dan isolasi. Dibutuhkan upaya pendekatan melalui implementasi sejumlah
program rehabilitasi yang melibatkan masyarakat, guna menghasilkan dampak holistik, yakni
perbaikan perilaku mantan narapidana dan peningkatan pemahaman masyarakat akan peran vital
sebagai kesatuan yang utuh dalam proses reintegrasi dan perbaikan sosial.

Kata Kunci: kepastian hukum, socio-legal, mantan narapidana, reintegrasi.
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ABSTRACT

The role of correctional institutions and society as entities responsible for the implementation of legal sanctions,
in reality, holds a key role in shaping the life trajectory of former prisoners after release. However, former
prisoners are often confronted with stigma, discrimination, and isolation in various aspects of life, which in
turn encourages repeated criminal acts (recidivism). Consequently, a view emerges that the law has not yet
provided strong certainty, particularly for former prisoners, due to the continuing imposition of social
sanctions by society. This socio-legal research employs a qualitative approach with a phenomenological design.
The data used are primary data obtained through interviews with informants. The interview results are
discussed descriptively to provide a comprehensive perspective on public perceptions of former prisoners. The
findings indicate that stigma and discrimination as social sanctions do not produce a positive impact on the
reintegration process, especially as they increase the tendency of former prisoners to reoffend. The completion
of legal obligations by offenders is not accompanied by a positive societal role in accommodating behavioral
changes among former prisoners, particularly in the presence of stigma, discrimination, and isolation. An
approach is therefore needed through the implementation of rehabilitation programs involving the community
to generate a holistic impact, namely behavioral improvement among former prisoners and increased public
understanding of their vital role as an integrated whole in the reintegration and social improvement process.

Keywords: legal certainty, socio-legal, ex-convicts, reintegration.

I. PENDAHULUAN

Hubungan yang kompleks antara sistem hukum dan masyarakat
merupakan fondasi yang menentukan dalam membentuk pandangan sekaligus
pengalaman individu yang telah menjalani masa hukumannya di lembaga
pemasyarakatan. Relasi ini bukan hanya sebatas implementasi norma hukum
yang menjerat narapidana pada fase awal pemidanaan, melainkan juga
berkaitan erat dengan konstruksi sosial yang muncul setelah hukuman
berakhir. Dalam kerangka socio-legal, hubungan tersebut berfungsi sebagai
lensa analitis untuk memahami bagaimana narapidana dipersepsikan dan
diperlakukan setelah menyelesaikan kewajiban hukumnya, serta bagaimana
persepsi sosial tersebut berkontribusi terhadap dinamika reintegrasi.

Penggunaan istilah "narapidana,” meskipun secara yuridis netral, sering
kali membawa beban simbolis yang melekat erat dengan stigma sosial (Imelisa
& Novitasari, 2020). Stigma ini menciptakan “label sosial” yang cenderung
bertahan lama, bahkan setelah seseorang telah menunaikan kewajiban hukum

dan secara formal kembali memperoleh kebebasannya. Sebagaimana
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diungkapkan (Shoham & Timor, 2014), stigma negatif dan sanksi sosial dalam
bentuk pengasingan, diskriminasi, serta pembatasan akses terhadap peluang
sosial dan ekonomi kerap menjadi realitas sehari-hari yang dialami mantan
narapidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsekuensi pemidanaan
melampaui aspek legal-formal, menjalar ke dimensi sosial-psikologis yang
memengaruhi proses reintegrasi secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian
ini menekankan pentingnya penyelidikan mendalam mengenai persepsi socio-
legal yang mengelilingi individu pasca-penahanan, dengan menyoroti dampak
langsung maupun tidak langsung dari persepsi tersebut terhadap lintasan
hidup mantan narapidana.

Poin utama dalam eksplorasi ini adalah peran tiga entitas kunci—lembaga
pemasyarakatan, masyarakat, dan keluarga—yang tidak hanya berfungsi
dalam implementasi sanksi hukum, tetapi juga memiliki kapasitas menentukan
dalam membentuk pengalaman pasca-pembebasan. Fase pasca-penahanan
sering kali diwarnai oleh tantangan struktural dan kultural, mulai dari
prasangka masyarakat, keterbatasan peluang pekerjaan, hingga kesulitan
dalam rekonstruksi relasi interpersonal di lingkungan keluarga (Gana et al.,
2021). Hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa reintegrasi tidak dapat
direduksi menjadi persoalan individu semata, melainkan merupakan hasil
interaksi yang melibatkan berbagai aktor sosial. Dengan kata lain, reintegrasi
adalah proses kolektif yang keberhasilannya ditentukan oleh seberapa jauh
masyarakat mampu membuka ruang penerimaan, seberapa optimal keluarga
dapat memberikan dukungan emosional, serta seberapa efektif lembaga
pemasyarakatan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke kehidupan
bermasyarakat (Alam & Purwati, 2015).

Memahami sikap masyarakat terhadap mantan narapidana menjadi

krusial karena sikap tersebut berfungsi sebagai indikator yang dapat
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memfasilitasi ataupun justru menghambat kesuksesan reintegrasi. Respons
positif dari masyarakat dapat menghasilkan atmosfer sosial yang kondusif bagi
proses pemulihan identitas, pemulihan martabat, serta penciptaan kesempatan
baru. Dalam iklim sosial semacam itu, peluang untuk menekan angka
residivisme akan semakin besar karena individu terdorong untuk meniti jalur
kehidupan yang lebih konstruktif. Namun demikian, kenyataan empiris
menunjukkan bahwa angka residivisme masih tetap tinggi, yang menandakan
tidak optimalnya upaya reintegrasi di masyarakat (Aziz & Subroto, 2022;
Mourao et al., 2025; Wahyudi et al., 2025). Hal serupa juga dinyatakan oleh Lin
et al. (2023) dimana reintegrasi yang optimal, yang mampu memberikan
dampak perubahan akan menurunkan tingkat residivisme. Fenomena ini
memperlihatkan adanya jurang antara idealitas normatif reintegrasi dengan
realitas empiris yang dihadapi mantan narapidana.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa reintegrasi mantan
narapidana merupakan proses multidimensional yang memerlukan
keterlibatan simultan dari sistem hukum, lembaga sosial, dan masyarakat luas.
Kegagalan dalam membangun mekanisme penerimaan sosial akan berdampak
langsung pada tingginya angka kejahatan berulang, yang pada akhirnya
menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap keberhasilan reintegrasi tidak
hanya berada di pundak mantan narapidana, tetapi juga melekat pada
masyarakat sebagai entitas yang berperan dalam menciptakan atau justru
menghalangi kesempatan untuk perubahan.

Perjalanan reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat adalah
proses yang rumit dan multidimensional yang melampaui pertimbangan
eksternal semata, seperti peluang pekerjaan (Schnittker & Massoglia, 2015).
Konsep reintegrasi tidak hanya melibatkan ranah internal, yakni cara mantan

narapidana melihat diri mereka sendiri, tetapi juga bagaimana masyarakat
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memandang mereka. Keterlibatan masyarakat membutuhkan eksplorasi
mendalam tentang bagaimana para calon pemberi kerja merespons reintegrasi
individu dengan riwayat kriminal ke dalam pasar tenaga kerja (Mcroberts,
2002). Memahami sejauh mana kemauan masyarakat memberikan kesempatan
kedua kepada mereka, ditambah dengan analisis dampak mendalam
stigmatisasi sosial terhadap prospek karir mereka, menjadi sangat penting.

Interaksi kompleks antara mantan narapidana dengan masyarakat
merupakan faktor esensial dalam membentuk kembali kehidupan mereka
setelah menjalani masa pemenjaraan (Athallah & Subroto, 2022). Relasi yang
terjadi tidak semata-mata berupa pertukaran komunikasi, melainkan menjadi
arena sosial di mana identitas baru dapat dinegosiasikan dan dikonstruksi
kembali. Dalam konteks ini, interaksi tidak hanya memengaruhi aspek
psikologis mantan narapidana, seperti pemulihan harga diri, rasa percaya diri,
dan perasaan bermakna, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap stabilitas
sosial secara lebih luas. Proses pemulihan ini menghadirkan peluang bagi
transformasi identitas dari “bekas pelaku kriminal” menuju “anggota
masyarakat produktif,” yang pada gilirannya dapat memperkecil risiko
terjadinya residivisme.

Penelitian (Kusuma, 2015; Rizaldi, 2020), menunjukkan bahwa reintegrasi
sosial mantan narapidana adalah sebuah dinamika yang sarat tantangan.
Mereka tidak hanya berhadapan dengan stigma sosial yang menempel kuat
pada status eks-narapidana, tetapi juga dengan hambatan struktural, seperti
akses terbatas terhadap lapangan pekerjaan, keterbatasan dalam memperoleh
pendidikan lanjutan, dan kecurigaan masyarakat yang dapat mengisolasi
mereka dari jaringan sosial yang sehat. Namun, kedua penelitian tersebut juga
menekankan bahwa melalui interaksi sosial yang suportif, mantan narapidana

dapat membangun identitas positif dan mengembalikan martabat mereka.
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Proses ini menjadi sangat penting, mengingat pemulihan martabat merupakan
prasyarat bagi terbentuknya kepercayaan diri yang akan mendorong mereka
untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Oleh karena itu, kajian lebih
lanjut mengenai dinamika interaksi ini diperlukan agar dapat dirumuskan
strategi intervensi sosial yang efektif dan berbasis bukti.

Lebih jauh, keterlibatan masyarakat tidak boleh dipandang sekadar
sebagai bentuk penerimaan pasif terhadap keberadaan mantan narapidana,
melainkan sebagai proses aktif yang berorientasi pada penciptaan lingkungan
sosial yang inklusif (Fitri, 2017; Imelisa & Novitasari, 2020). Partisipasi aktif ini
dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan,
penyediaan akses terhadap peluang kerja, pembentukan jaringan sosial yang
positif, serta penguatan nilai toleransi yang dapat menurunkan stigma. Upaya-
upaya ini berpotensi besar dalam membentuk ekosistem sosial yang lebih adil,
di mana mantan narapidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai
“mantan pelaku kejahatan,” tetapi sebagai individu yang memiliki potensi
kontribusi dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan
reintegrasi tidak hanya bergantung pada kesiapan individu narapidana, tetapi
juga pada sejauh mana masyarakat mampu bertransformasi dalam
memberikan ruang sosial yang setara.

Dalam kerangka ini, peran lembaga pemasyarakatan menjadi sangat
strategis. Penelitian menekankan bahwa lembaga pemasyarakatan harus
berfungsi lebih dari sekadar institusi penghukuman; ia juga perlu bertindak
sebagai jembatan transformatif yang mempersiapkan individu untuk kembali
ke masyarakat (Shuja & Abbas, 2022). Program pembinaan di dalam lembaga
pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendidikan karakter,
serta penanaman nilai sosial, harus diarahkan pada terciptanya kesiapan

menghadapi tantangan sosial di luar tembok penjara. Namun, keberhasilan
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strategi ini akan sangat ditentukan oleh respons masyarakat. Jika masyarakat
masih menolak, memarginalkan, atau menstigmatisasi mantan narapidana,
maka hasil dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan berpotensi besar tidak
efektif.

Oleh karena itu, keterlibatan komunitas lokal dalam mendukung
reintegrasi menjadi aspek yang fundamental. Dukungan ini dapat berupa
pembentukan forum warga, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat,
maupun inisiatif kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat
sipil. Sinergi semacam ini dapat menghasilkan program berbasis komunitas
yang menyediakan peluang kerja, layanan psikososial, serta pendampingan
berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kolaborasi ini akan menciptakan
lingkungan sosial yang kondusif, yang tidak hanya mengurangi risiko
residivisme, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, respons
masyarakat terhadap upaya memberikan “kesempatan kedua” kepada mantan
narapidana merupakan salah satu variabel paling menentukan keberhasilan
reintegrasi sosial.

Selain keterlibatan masyarakat, peran lembaga pemasyarakatan dalam
membekali narapidana dengan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai
sosial yang diperlukan juga memainkan peranan yang sangat krusial dalam
menciptakan keberhasilan reintegrasi. Lembaga pemasyarakatan tidak lagi
dapat dipahami hanya sebagai institusi penghukuman, melainkan sebagai
wahana rehabilitasi yang dirancang untuk mempersiapkan narapidana
menghadapi kehidupan setelah bebas. Dalam kerangka ini, program
rehabilitasi yang dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki
signifikansi strategis. Program tersebut tidak hanya bertujuan untuk
mengurangi dampak psikologis dari pemenjaraan, tetapi juga untuk

meningkatkan kapasitas individu agar mampu beradaptasi dengan tuntutan
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masyarakat yang lebih luas. Dengan menyediakan pelatihan keterampilan
kerja, pendidikan formal maupun non-formal, serta pembinaan mental dan
sosial, lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sebagai instrumen yang
memfasilitasi transformasi narapidana menuju identitas yang lebih konstruktif
(Akunesiobike, 2016). Pengembalian mantan narapidana ke dalam masyarakat
dengan demikian bukan hanya menyangkut perbaikan dan rehabilitasi
individu semata, tetapi juga menuntut adanya perubahan cara pandang
masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menilai
individu berdasarkan masa lalu kriminalnya, melainkan juga memberikan
ruang untuk partisipasi yang produktif (Masyhar et al., 2025). Hal ini sejalan
dengan studi yang menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sangat
dipengaruhi oleh keterbukaan masyarakat dalam menerima kembali mantan
narapidana (Wodahl & Garland, 2009). Dengan kata lain, reintegrasi adalah
proses dua arah: di satu sisi, individu berupaya mengubah diri melalui hasil
pembinaan di lembaga pemasyarakatan; di sisi lain, masyarakat berkewajiban
menyediakan kesempatan, dukungan, dan lingkungan sosial yang tidak
diskriminatif agar perubahan tersebut dapat berakar dan berkembang.
Pendekatan semacam ini menegaskan bahwa reintegrasi tidak dapat
dipandang hanya sebagai isu hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang
kompleks dan multidimensional. Eksplorasi socio-legal atas persoalan ini
diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan
struktural, seperti stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap
sumber daya, tetapi juga membuka peluang untuk merumuskan intervensi
yang lebih komprehensif. Fokus pada aspek rehabilitatif serta dukungan sosial
yang berkelanjutan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang
lebih inklusif dan humanis. Dengan demikian, pemahaman terhadap dinamika

reintegrasi harus melampaui pertimbangan hukum semata dan mencakup
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dimensi sosial, psikologis, serta kultural yang membentuk pengalaman pasca-
penahanan individu.

Secara keseluruhan, keberhasilan reintegrasi mantan narapidana
merupakan hasil dari sinergi antara upaya lembaga pemasyarakatan dalam
menyiapkan individu, keterlibatan masyarakat dalam menyediakan
lingkungan yang mendukung, serta kebijakan hukum yang responsif terhadap
kebutuhan reintegrasi (Jamilah & Disemadi, 2020). Kombinasi ketiga elemen ini
membuka jalan menuju terciptanya sistem yang tidak hanya menghukum,
tetapi juga memperbaiki, mendukung, dan memberdayakan individu untuk
kembali menjalani kehidupan yang produktif di tengah masyarakat (Kusumo,

2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memberikan
keleluasaan bagi peneliti dalam rangka mengeksplorasi persepsi masyarakat
terhadap mantan narapidana secara mendalam. Aspek-aspek yang kemudian
dikaji dalam ekslporasi kualitatif ini adalah berbagai aspek kehidupan pribadi
masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan mantan narapidana setelah
pembebasan seperti penerimaan dari keluarga, kesempatan kerja, hubungan
sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan kualitatif juga dapat membantu
peneliti memahami kehidupan sosial yang dihadapi oleh mantan narapidana
berkaitan dengan relasi sosial, pengalaman, dan pandangan terkait perjalanan
hidup mereka sebagai mantan narapidana.

Untuk mengetahui stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap mantan
narapidana, peneliti menerapkan desain fenomenologi. Fenomenologi
menekankan pada pengalaman dan interpretasi yang diberikan oleh subjek

penelitian dan merupakan pendekatan yang berfokus pada pengalaman hidup
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yang diambil dari sejumlah kelompok masyarakat yang dinilai representative
secara general. Dengan kata yang lebih sederhana; pendekatan fenomenologis
berfokus pada pengalaman hidup manusia. Tujuan dasar dari pendekatan
tersebut adalah untuk mencapai gambaran fenomena tertentu. Guna
mendapatkan data yang rinci dan akurat, teknik snowball sampling diterapkan
dalam memilih responden yang memenuhi karakteristik yang dibutuhkan
sebagai populasi dalam penelitian. Sebanyak 20 orang responden primer yang
terdiri dari 5 orang masyarakat awam, 3 orang aparat hukum, 7 orang praktisi
hukum dan akademisi, 5 orang tokoh agama dan spiritual, serta 5 orang
responden sekunder yakni mantan narapidana yang telah secara sukarela
bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Untuk memastikan
objektivitas hasil wawancara, identitas dari seluruh informan akan
dirahasiakan. Wawancara dilakukan berdasarkan protokol wawancara tidak
terstruktur yang berisi beberapa pertanyaan terkait dengan tujuan penelitian.
Untuk memastikan bahwa kegiatan wawancara tetap fokus dan tidak
melebar dari inti pokok permasalahan, penelitian ini menitikberatkan pada dua
tema utama, yakni tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mantan
narapidana serta pandangan masyarakat mengenai perubahan sikap dan
perilaku narapidana setelah menjalani masa hukuman. Pemilihan kedua tema
ini didasarkan pada anggapan bahwa kepercayaan dan persepsi perubahan
perilaku merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana
masyarakat mampu menerima kembali mantan narapidana ke dalam
lingkungan sosial. Dengan membatasi ruang lingkup wawancara pada isu-isu
tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih tajam, relevan, dan mendukung
tujuan penelitian dalam memahami dinamika persepsi masyarakat terhadap

proses reintegrasi sosial.
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Hasil wawancara yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif-
kualitatif, dengan tujuan menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai
konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat terhadap mantan narapidana.
Analisis deskriptif ini tidak hanya memaparkan jawaban informan secara
naratif, tetapi juga menelusuri pola-pola yang muncul, baik dalam bentuk
penerimaan maupun penolakan, sehingga dapat memberikan pemahaman
yang lebih mendalam tentang nuansa sikap masyarakat. Dengan pendekatan
ini, penelitian tidak sekadar mengidentifikasi adanya stigma, tetapi juga
mampu mengurai faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi
masyarakat, termasuk pengalaman personal, nilai-nilai budaya, serta tingkat
pengetahuan hukum.

Implikasi dari temuan ini diharapkan dapat memperkaya wacana tentang
reintegrasi sosial mantan narapidana, khususnya dalam konteks socio-legal
yang berorientasi pada keadilan restoratif. Konklusi penelitian akan diarahkan
pada upaya merumuskan konsep aplikatif yang mampu memberikan
kontribusi nyata bagi pengurangan stigma dan minimalisasi persepsi negatif
terhadap mantan narapidana. Konsep ini berpotensi besar untuk digunakan
sebagai dasar penyusunan strategi kebijakan maupun program berbasis
masyarakat yang bertujuan mengoptimalkan pemenuhan rasa keadilan serta
perwujudan hak sosial bagi seluruh pihak. Hal ini menjadi krusial terutama
bagi mantan narapidana, yang pada dasarnya berhak untuk mendapatkan
kesempatan kedua dalam menjalani kehidupan bermasyarakat secara
bermartabat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan
persepsi masyarakat semata, tetapi juga menawarkan landasan konseptual
yang dapat dimanfaatkan sebagai pijakan dalam membangun intervensi sosial,

hukum, dan kebijakan yang lebih inklusif. Fokus pada kepercayaan dan
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perubahan perilaku narapidana dipandang sebagai titik awal yang strategis
untuk mendorong perubahan paradigma masyarakat, dari sikap yang
cenderung menghakimi menuju pola pikir yang lebih suportif, rehabilitatif, dan

berkeadilan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS (12pt Bold)
A. Stigma dan Reintegrasi

Isu meningkatnya ketergantungan negara pada pemenjaraan sebagai
respons terhadap perilaku kriminal, termasuk jumlah individu yang dijatuhi
hukuman penjara setiap tahun, kesejahteraan narapidana, serta sifat program
rehabilitasi dan reformatif, telah menjadi perhatian utama dalam literatur
peradilan pidana. Baru-baru ini, perhatian mulai bergeser pada proses
reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat yang lebih luas. Hal ini mungkin
disebabkan oleh meningkatnyajumlah individu yang keluar dari penjara setiap
hari, kualitas dan efektivitas program rehabilitasi, peluang, tantangan, dan
kemungkinan melakukan kejahatan. Para ahli di bidang ini prihatin dengan
berbagai tantangan yang dihadapi mantan narapidana dalam proses
berhubungan kembali dengan keluarga, teman, kolega, dan komunitas serta
jaringan sosial ekonomi lainnya. Hasil sebuah studi menunjukkan bahwa
mayoritas narapidana yang dibebaskan belum siap menghadapi kehidupan di
masyarakat, sehingga mereka sering kembali terlibat dalam kasus atau perilaku
kriminal yang sama (Beijersbergen et al., 2016).

Program reintegrasi, umumnya dijalankan untuk menyiapkan para
narapidana melalui perlibatan pada sejumlah program yang dirancang secara
spesifik untuk mengatasi permasalahan seperti ketenagakerjaan, pendidikan,
bahkan ketergantungan terhadap obat-obatan. Program reintegrasi ini

dimaksudkan untuk mempercepat proses asimilasi dan memudahkan mantan
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narapidana untuk kembali ke kehidupan masyarakat sebagai bagian
kehidupan sosial produktif. Meski demikian, pada kenyataannya reintegrasi
membutuhkan keterlibatan yang lebih luas. Potensi dari sikap masyarakat
terkait pembebasan individu berstatus mantan narapidana merupakan salah
satu faktor penentu keberhasilan proses reintegrasi. Dampak yang mungkin
ditimbulkan oleh masyarakat luas terhadap proses reintegrasi khususnya
dalam mengakomodasi atau menerima mereka juga signifikan dalam
memudahkan mereka untuk masuk kembali (Zhoohiru & Subroto, 2022).
Ketika narapidana dibebaskan, mereka menghadapi lingkungan yang
menantang dan berbagai hambatan baik pada tingkat mikro maupun makro,
ketika mereka mencoba membangun kembali hubungan sosial dengan
keluarga dan masyarakat sekitar, untuk kembali mengikatkan diri dalam
sistem sosial yang ada. Tantangan-tantangan ini mencakup perjumpaan sosial,
ekonomi dan pribadi yang seringkali menentukan mereka untuk menjadi
anggota masyarakat yang produktif (Schaefer, 2018).

Penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dari
berbagai aspek yang berkaitan dengan keberhasilan program reintegrasi
seperti pengalaman masa lalu atau gaya hidup dari mantan narapidana, dan
faktor-faktor yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan dampak dari
hukuman penjara seperti kehidupan sosial di dalam penjara, keterasingan,
hubungan dan kepercayaan keluarga, kesehatan mental atau psikologis
(Schartmueller, 2020). Selain itu, ternyata aspek legal memainkan peranan
dengan adanya sejumlah batasan seperti larangan pekerjaan pada bidang
tertentu, yang kemudian diperparah dengan aspek sosial dalam bentuk
persepsi atau penerimaan masyarakat yang terbentuk dari stigma negatif

terhadap mantan narapidana.
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Salihu (2018) turut menyatakan bahwa kehidupan pribadi seorang
mantan narapidana ketika dibebaskan seperti kegiatan produktif, hubungan
pernikahan, kontak dekat dengan kerabat, lingkungan sosial, kemampuan
mengelola emosi, keterampilan dan kemampuan kerja, serta kemampuan
mengelola keuangan, menjadi aspek yang vital dalam menentukan
keberhasilan reintegrasi, selain aspek utamanya yakni kesiapan masyarakat
untuk menerima atau mengakomodasi mereka setelah dibebaskan dari penjara.
Meski demikian, terdapat pula studi lainnya yang mengungkap bahwa terlepas
dari pengaruh yang diberikan oleh sejumlah faktor pribadi seperti gaya hidup,
pengalaman sosial di dalam penjara, dan isu-isu pribadi lainnya, stigma
masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memberikan kesempatan
kedua menjadi faktor penting yang harus dibentuk agar proses reintegrasi
menjadi lebih efektif (Imelisa & Novitasari, 2020). Oleh karena itu, penilaian
masyarakat terhadap narapidana yang sudah keluar dari penjara sangat
berkaitan dengan keberhasilan reintegrasi.

Keadaan ini didukung oleh hasil dari sebuah studi yang menyatakan
bahwa tantangan terbesar yang dihadapi mantan narapidana dalam menjalani
kehidupan sosial bermasyarakat adalah kesempatan untuk mendapatkan relasi
atau keterikatan sosial setelah proses pembebasan (Galnander, 2021).
Narapidana umumnya menjalani kehidupan yang keras, terstruktur, dan selalu
dalam tekanan, sehingga mereka membentuk dirinya untuk terbiasa dengan
keadaan tersebut, yang akibatnya menimbulkan sikap anti sosial dan trauma
mendalam. Pada saat mereka kembali ke rumah dan komunitasnya, jaringan
sosial yang biasa mereka gunakan mungkin telah berubah total atau tidak ada
lagi (Fernando et al., 2025). Artinya, seorang narapidana yang telah dibebaskan

harus menciptakan jejaring sosial baru yang sering kali membutuhkan upaya
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dan perjuangan yang lebih, terutama ketika mereka dihadapkan dengan stigma
dan labelling sebagai mantan pelaku kriminal.

Konsep stigma sendiri berakar dari teori labelling yang menyatakan
bahwa penyimpangan perilaku seseorang dapat dikorelasikan secara langsung
kepada orang tersebut, yang kemudian menentukan level tendensi untuk
melakukan kejahatan (Galnander, 2021). Stigma dan Iabelling sama-sama
berakar pada interaksionisme simbolik, dengan premis utama bahwa setiap
individu merupakan objek sosial, yang dipengaruhi atau diwarnai oleh
berbagai interaksi sosial (Buchanan & Krohn, 2020). Keadaan ini dibuktikan
oleh hasil penelitian bahwa manusia secara tidak sadar cenderung membentuk
dirinya sesuai dengan persepsi masyarakat terhadap dirinya, sehingga
mempersulit dirinya untuk membentuk kepribadian di luar pengalaman sosial
yang dialaminya (Mathlin et al., 2024). Karena latar belakang tersebut, dapat
dinyatakan pula bahwa tinggi rendahnya kecenderungan seorang individu
untuk melakukan kejahatan sangat dipengaruhi oleh interaksi dan persepsi
sosial dari masyarakat disekitarnya (Barry, 2016).

Dalam lingkup sosio-legal, proses penghentian perilaku kejahatan dapat
dikelompokkan menjadi tiga tahapan primer, sekunder dan tersier. Tahapan
primer mengarah pada penghentian penyinggungan masa lalu mantan
narapidana, tahapan sekunder mengarah pada perubahan identitas dan
persepsi diri dari mantan narapidana agar tidak lagi memandang dirinya
sebagai pelaku kejahatan (Ally, 2022). Sementara itu, tahapan tersier menjadi
peranan dari masyarakat sekitar untuk memberikan pengakuan pada sosial
pada mantan narapidana dan menerimanya sebagai individu yang terikat
dengan kehidupan sosial sekitar (McNeill, 2015). Temuan-temuan tersebut
kemudian didukung oleh hasil penelitian dari Nugent & Schinkel (2016) yang

menyatakan bahwa reintegrasi hanya akan mampu berhasil apabila didukung
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dengan penghentian penyinggungan, perubahan identitas diri, dan penguatan
relasi sosial dengan masyarakat. Meski demikian, pembentukan hubungan
sosial terbukti sangat sulit dilakukan karena adanya kriminalisasi dan stigma
sosial, yang mengarah pada segregasi dan isolasi di masyarakat (Galnander,
2021).

Stigma dapat dinyatakan sebagai sebuah atribut negatif yang sangat
mendiskreditkan individu (Sinko et al., 2020). Adapun stigma umumnya dapat
dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni stigma yang mencolok dan stigma
yang tersembunyi. Meskipun keduanya merupakan konsep labelling yang
berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup seorang individu, terutama
individu yang tengah menjalani proses reintegrasi sebagai mantan narapidana,
stigma yang mencolok biasanya lebih memiliki dampak destruktif yang kuat
dibandingkan dengan stigma yang tersembunyi (Anggit & Ni P Ariani, 2019;
Hadi et al., 2018). Salah satu akibat yang paling sering ditemukan dari
stigmatisasi adalah diskriminasi masyarakat yang kemudian memberikan
dampak negatif berupa minimalisir peluang hidup individu dan pengucilan
sosial (Quinn-Hogan, 2021). Selain itu, persepsi stigma telah terbukti menjadi
prediktor kuat dari terbentuknya rasa rendah diri, penurunan kepuasan hidup,
dan tidak jarang menjadi pendorong terjadinya residivisme (Ike et al., 2023).
Literatur yang berkembang membuktikan bahwa pengenaan stigma terhadap
mantan narapidana sebagai akibat dari labelling sebagai mantan pelaku
kejahatan telah menurunkan efektifitas proses reintegrasi (Bu, 2022; Imelisa &
Novitasari, 2020; Prayitno & Alfian, 2023; Quinn-Hogan, 2021; Sheppard &
Ricciardelli, 2020; Shoham & Timor, 2014; Sinko et al., 2020).

Pengaruh faktor sosio-kultural terhadap proses reintegrasi mantan
narapidana merupakan salah satu persoalan paling kompleks dan sulit

dipecahkan dalam kajian hukum maupun ilmu social (Yustia & Arifin, 2023).
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Faktor ini mencakup nilai, norma, dan pola pikir yang tertanam dalam
masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cara
masyarakat memandang, menilai, dan memperlakukan mantan narapidana.
Terdapat sebuah studi yang berargumen bahwa reintegrasi kerap menghadapi
jalan buntu karena rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap mantan
narapidana, terutama terkait aspek penghidupan mereka (Gana et al., 2021).
Kurangnya dukungan pada ranah ekonomi, seperti terbatasnya akses
pekerjaan, pelatihan, atau bantuan modal usaha, sering kali mendorong
mantan narapidana kembali pada pola perilaku kriminal semata-mata demi
mempertahankan hidup. Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan sosio-
kultural tidak hanya terkait penerimaan sosial, tetapi juga berimplikasi pada
ketersediaan sumber daya yang memungkinkan mantan narapidana untuk
keluar dari siklus kriminalitas.

Pemberian label sebagai “mantan narapidana” juga memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap pembentukan citra diri individu. Label ini sering kali
membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri (self-concept) sekaligus
memengaruhi ekspektasi mengenai bagaimana orang lain di sekitarnya akan
memperlakukan mereka. Perspektif masyarakat terhadap suatu kelompok
tertentu, dalam hal ini mantan narapidana, akan menciptakan stereotip yang
tidak hanya membatasi ruang sosial mereka, tetapi juga membentuk perilaku
yang sesuai dengan ekspektasi negatif tersebut. Dengan kata lain, stigma
berpotensi menimbulkan efek self-fulfilling prophecy, di mana individu pada
akhirnya menyesuaikan diri dengan identitas yang dilekatkan padanya oleh
masyarakat.

Sejumlah literatur telah menegaskan dampak signifikan stigma sosial
terhadap kondisi psikologis mantan narapidana. Penelitian mengungkapkan

bahwa stigma masyarakat dan respons individu terhadap stigma dapat
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memengaruhi berbagai aspek, termasuk kesehatan mental, fungsi otak, hingga
perilaku sosial (Petersilia, 2001). Tekanan sosial akibat stigma dapat
menimbulkan stres kronis, perasaan terasing, serta kesulitan membangun
hubungan interpersonal yang sehat. Dampak lebih lanjut adalah
kecenderungan munculnya perilaku maladaptif, seperti isolasi diri, agresivitas,
atau bahkan keterlibatan kembali dalam tindak kejahatan. Stigma juga sering
kali menghalangi mantan narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam
komunitas, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk membangun
jaringan sosial yang sehat dan konstruktif.

Meski demikian, penting dicatat bahwa dampak stigma tidak bersifat
seragam pada setiap individu. Bagaimana seseorang atau kelompok merespons
stigma, apakah secara positif melalui usaha perbaikan diri dan resistensi
terhadap label negatif, atau secara negatif dengan menerima stigma sebagai
identitas permanen, merupakan faktor penentu utama yang memprediksi hasil
akhir dari pengalaman stigma tersebut. Dengan demikian, reintegrasi yang
berhasil tidak hanya bergantung pada kesiapan struktural masyarakat, tetapi
juga pada kapasitas individu untuk mengembangkan mekanisme koping yang
adaptif terhadap tekanan sosial yang mereka hadapi.

Mengacu pada asumsi teori labeling dan teori Modified labeling yang
menyatakan bahwa diberi label sebagai mantan pelaku oleh masyarakat akan
membuat seseorang menginternalisasikan sikap-sikap stigmatisasi, terutama
ketika merasa terancam karena berinteraksi dengan orang lain, sehingga
menarik diri dari masyarakat atau pergaulan konvensional (Effiom et al., 2020;
Jasni et al., 2019; Nixon, 2020). Hasil penelitian dari (Ally, 2022) mendukung
keadaan tersebut dimana dampak dari persepsi negatif terhadap mantan
pelaku tindak pidana seringkali mendorong masyarakat untuk mengasingkan

mantan pelaku kejahatan, dan kemudian memaksa mantan narapidana untuk
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menarik diri. Mereka bahkan mengisolasi dirinya dari kehidupan sosial dan
mendorong eskalasi tendensi untuk kembali berbuata kejahatan (Achu Ayuk et
al., 2020).

Selain itu, mantan narapidana yang mengalami stigma atau persepsi
negatif terutama dari jaringan orang terdekat seperti anggota keluarga yang
diharapkan dapat memahami kondisi mereka dan memiliki keleluasaan untuk
menerima mereka kembali, kemudian menarik diri dari ikatan sosialnya,
termasuk menutup potensi pendekatan kembali yang menyebabkan buruknya
fungsi komunitas dan integrasi (Benard et al., 2023; Fredericks et al., 2021).
Narapidana yang telah dibebaskan, yang kemudian dihadapkan dengan
diskriminasi yang kuat dari berbagai pihak, cenderung memiliki motivasi yang
lebih rendah untuk berhubungan dengan anggota masyarakat, bahkan dengan
teman atau rekan sejawatnya, termasuk melibatkan diri dalam kegiatan
komunitas (Patton & Farrall, 2021). Persepsi atau penilaian negatif masyarakat
dapat menguasai atau membebani kelompok yang diberi label, sebagai
akibatnya, mereka mungkin menarik diri dan mengisolasi diri dari orang lain
atau melepaskan tanggung jawab sosialnya, Meskipun secara legal, pada
dasarnya mereka telah membayar lunas konsekuensi dari apa yang mereka
lakukan di masa lalu. Dengan demikian, maka hukum tidak hanya dituntut
untuk mampu memberikan perbaikan perilaku, tetapi juga perbaikan persepsi

terhadap mantan narapidana.

B. Pembahasan

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mantan narapidana sering
menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan sosial, termasuk
marginalisasi, diskriminasi, dan perlakuan negatif dari masyarakat maupun

keluarga, yang menghambat proses reintegrasi mereka (Benard et al., 2023; Tke
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et al., 2023; Nixon, 2020; Quinn-Hogan, 2021; Utami, 2018, Bazemore &
Stinchcomb, 2004; Kubrin & Stewart, 2006; Visher & Travis, 2003; Warr, 2002;
Wolff & Draine, 2004). Stigma sosial ini membatasi ruang gerak mantan
narapidana dan menimbulkan tiga bentuk perlakuan utama: isolasi,
pengabaian, dan labelling. Mantan narapidana juga seringkali diasosiasikan
dengan peristiwa kejahatan di lingkungan sosialnya, sehingga apabila terjadi
tindak kejahatan, mantan narapidana menjadi pihak pertama yang dianggap
sebagai pelaku atau tersangka oleh masyarakat di sekitar mereka. Temuan-
temuan ini juga dikonfirmasi dengan hasil wawancara yang dilaksanakan
terhadap sejumlah mantan narapidana. Sebagaimana dinyatakan oleh salah
satu informan dalam penelitian ini:

“apabila masyarakat mengalami kejadian kehilangan barang berharga
mereka, tidak jarang kami, sebagai mantan narapidana dianggap
sebagai pelaku yang telah mencuri atau menghilangkan barang
tersebut, walapun kami tidak melakukannya.” (Mantan narapidana—
LF)

Keadaan yang didorong oleh proses labelling yang dikenakan terhadap
mantan narapidana ini merupakan salah satu dari berbagai kesulitan yang
dihadapi dalam keseharian hampir seluruh mantan narapidana, khususnya di
Indonesia. Sebagaimana ditambahkan oleh salah satu informan:

“Saya telah mencoba untuk berubah, tetapi masyarakat menolak
kehadiran saya di lingkungan tempat saya tinggal. Mereka tidak
memandang saya sebagai manusia normal. Keadaan ini kemudian
mendorong saya, dan mungkin sejumlah mantan narapidana lain,
untuk kembali menjalankan aktivitas kriminal yang menyebabkan saya
masuk ke dalam penjara untuk bertahan hidup (aktivitas kriminal dan
perdagangan obat terlarang). Tidak ada alasan bagi kami untuk
berbaur di masyarakat karena mereka tidak mau menerima kami
walaupun kami sudah berupaya untuk berubah.” (Mantan Narapidana
-DA)
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Mantan narapidana juga menghadapi pengucilan atau isolasi dari
masyarakat sebagai bagian dari proses labelling terhadap mereka. Seluruh
mantan narapidana menyatakan bahwa terdapat jurang pemisah yang sangat
lebar antara mereka dan masyarakat. Meskipun sebagian dari masyarakat
tumbuh besar bersama mereka, secara umum masyarakat merasa enggan
untuk bersosialisasi dengan mantan narapidana. Isolasi ini menjadi salah satu
alasan bagi mereka untuk kembali terlibat dengan lingkungan kriminal karena
lingkungan inilah yang akhirnya secara terbuka menerima mereka.
Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu mantan narapidana:

“Komunikasi dengan keluarga menjadi sangat minim, bahkan dengan
anak-anak kami. Ketika kami menjadi mantan narapidana, teman dekat
kami langsung menjaga jarak dengan kami, bahkan banyak tetangga
kami yang mengabaikan kami dan tidak lagi menyapa kami.” (Mantan
Narapidana — MF)

“Kami sering mendapatkan perilaku diskriminatif. Contohnya ketika
kami keluar dari rumah dan berjalan melewati rumah masyarakat,
mereka akan memasukkan barang berharga mereka ke dalam rumah,
seolah-olah kami akan mencurinya.” (Mantan Narapidana — SJ)

“Di depan saya, tetangga sering berkata baik, tetapi di belakang saya,
mereka sering menjelekkan saya, mengganggap bahwa saya akan
mencuri barang berharga mereka, dan mencurigai saya apabila terjadi
tindakan kejahatan di sekitar lingkungan.” (Mantan Narapidana — NJ)

Perilaku masyarakat terhadap mantan narapidana telah mendorong
pembentukan rasa percaya diri yang rendah. Seluruh mantan narapidana
menyatakan bahwa mereka merasa rendah diri, Selain itu, perlakuan
masyarakat yang tidak baik terhadap mantan narapidana, mendorong
pembentukan rasa putus asa. Terjadi pembentukan stigma dan diskriminasi
yang kuat terhadap mantan narapidana di masyarakat, yang kemudian

meminimalisir dampak konstruktif dari proses reintegrasi.
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Hasil wawancara terhadap narapidana tersebut juga kemudian diperkuat
dengan hasil wawancara terhadap anggota masyarakat. Sebagaimana
dinyatakan dalam wawancara terhadap anggota masyarakat, dari 20 orang
informan yang terlibat wawancara, dengan berbagai latar belakang yang
berbeda, ditemukan bahwa lebih dari 50% informan (11 tidak percaya, 6
percaya, 3 tidak tahu), tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat
bahwa mantan narapidana dapat berubah menjadi manusia yang konstruktif,
memiliki kepribadian baik, dan mampu menjadi bagian dari masyarakat. Hasil

wawancara tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perspektif Masyarakat terhadap Mantan Narapidana

Infor-
man

Profesi

Jumlah
(orang)

Jawaban

Percaya

Tidak
Percaya

Tidak
Tahu

Masyar
akat
awam

Tukang
becak

3

Tidak tahu karena
tidak mengurusi
pelaku kejahatan

Buruh

Tidak percaya bahwa
mantan narapidana
akan menjadi
individu yang baik,
dan berpotensi
mengulangi
perbuatannya

Aparat
hukum

Kepolisi
an

Percaya bahwa
mantan narapidan
akan menjadi lebih
baik

Narapidana memiliki
kemungkinan untuk
mengulangi
perbuatannya dan
tidak percaya bahwa
narapidana akan
menjadi baik

Praktisi
hukum
dan
akadem

isi

Sipir
Penjara

Tidak percaya bahwa
narapidana akan
menjadi baik karena
mereka yang pernah
melakukan kejahatan
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Infor-
man

Profesi

Jumlah
(orang)

Jawaban

Percaya

Tidak
Percaya

Tidak
Tahu

cenderung
mengulangi
perbuatannya.

Dosen
dan ahli
hukum

Tidak percaya
narapidana akan
secara otomatis
berubah menjadi
baik dan memiliki
tekad kuat untuk
tidak mengulangi
kejahatannya

Percaya bahwa
mantan narapidana
akan menjadi baik
karena tujuan dari
hukuman kurungan
bukan untuk
memisahkan pelaku
kejahatan dan
masyarakat, tetapi
untuk merehabilitasi
pelaku kejahatan
agar menjadi lebih
baik setelah
dibebaskan.

Tokoh
agama
dan
spiritua
1

Tokoh
agama

Tidak percaya bahwa
mantan narapidana
akan menjadi baik
karena memiliki
keberanian untuk
melanggar aturan
agama dan hukum,
sehingga terdapat
potensi untuk
mengulangi
perbuatannya.

Mantan narapidana
dapat menjadi baik
karena ada unsur
pembinaan rohani
dan keagamaan di
dalam lembaga
pemasyarakatan.

Total

20

6

11

Sumber: Data penelitian (diolah), 2024
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Dari 8 kelompok masyarakat yang dinilai representatif untuk mewakili
pendapat umum dari masyarakat terhadap mantan narapidana, dapat
dinyatakan bahwa mayoritas masyarakat tidak memiliki kepercayaan atau
keyakinan yang kuat bahwa mantan narapidana dapat merubah perilakunya
setelah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Diperlukan sebuah program
khusus yang ditujukan untuk membantu dan mengurangi stigma yang terjadi
di masyarakat. Program-program tersebut dapat bertujuan untuk menciptakan
kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam membantu proses reintegrasi
mantan narapidana. Berbagai program seperti seminar, perlibatan masyarakat
dalam proses reintegrasi seperti community-based correction (CBC), atau
pengenalan tentang kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan, dapat
meminimalisir tantangan yang dialami mantan narapidana ketika
dikembalikan ke masyarakat.

Program untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mantan
narapidana harus diimplementasikan secara terencana dan terstruktur, dengan
pengakuan bahwa isolasi sosial, ekonomi, dan politik masih nyata dalam
kehidupan mereka. Reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat merupakan
aspek penting dari sistem perbaikan sosial karena dapat menekan risiko
pengulangan tindak pidana melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan
konstruktif.

Pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan keterlibatan
berbagai pihak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung
jawab atas pembinaan dan reintegrasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk
pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial. Kementerian Sosial menyediakan
dukungan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan memantau proses

reintegrasi di masyarakat. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam

Copyright © 2025, Jurnal LITIGASI, e-ISSN: 2442-2274
339




Available online at: journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (2) October, 2025, p. 316-353
dx.doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.22448

koordinasi lokal, penyediaan program pelatihan kerja, serta kampanye
kesadaran masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga swadaya
masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mendukung kampanye kesadaran,
pendampingan sosial, dan penciptaan lingkungan yang inklusif.

Sistem hukum Indonesia menyediakan dasar yuridis yang memadai
untuk mendukung program ini. Undang-Undang Pemasyarakatan
menekankan pembinaan dan reintegrasi narapidana, sedangkan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan turunannya memungkinkan
penerapan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi dan program pembinaan.
Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan peraturan anti-diskriminasi
memberikan perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dari tindakan
diskriminatif, sekaligus mewajibkan lembaga negara dan masyarakat untuk
mendukung proses reintegrasi.

Strategi implementasi yang efektif di masyarakat plural Indonesia
mencakup kampanye kesadaran publik melalui media sosial, seminar,
lokakarya, dan materi visual untuk meningkatkan pemahaman tentang
dampak negatif stigma dan pentingnya reintegrasi. Pelibatan masyarakat
dalam kegiatan lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan pemahaman
terhadap tantangan dan kebutuhan mantan narapidana. Program pendidikan
dan pelatihan keterampilan membantu mereka berpartisipasi dalam kegiatan
produktif, sementara pemberian insentif sosial dan ekonomi mendorong
perusahaan dan komunitas untuk mendukung reintegrasi. Semua strategi ini
perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan agama setempat agar
dapat diterima secara efektif dalam masyarakat yang plural.

Dengan pendekatan yang komprehensif, program reintegrasi dapat
memperkuat fondasi sosial, mengurangi stigma, dan meminimalkan risiko

pengulangan tindak pidana di Indonesia. Penting untuk diperhatikan bahwa
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masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan selama masa
pemenjaraan narapidana hingga pembebasannya, sehingga mendorong
terbentuknya ikatan sosial yang lebih kuat antara mantan narapidana dan
masyarakat. Dukungan ini dapat berupa pembinaan keterampilan dan
pendidikan melalui program pelatihan yang melibatkan relawan atau
komunitas, pendampingan psikososial untuk mengurangi stres dan rasa
terisolasi, serta kegiatan sosial dan budaya yang memungkinkan narapidana
berinteraksi dengan  masyarakat secara  konstruktif. = Mekanisme
pelaksanaannya meliputi kerja sama antara lembaga pemasyarakatan,
pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk merancang program
yang terstruktur, menetapkan jadwal keterlibatan masyarakat, dan memantau
kemajuan narapidana secara berkala. Dengan demikian, narapidana tidak
hanya memperoleh keterampilan dan dukungan emosional selama di penjara,
tetapi juga membangun jaringan sosial yang memudahkan proses reintegrasi
mereka setelah bebas. Secara simbolis, perlibatan masyarakat di dalam penjara
melambangkan tanggung jawab penuh dari masyarakat untuk memastikan
pemulihan mantan narapidana. Hal ini juga erat kaitannya dengan perspektif
atau aliran keadilan restoratif yang mengikuti mayoritas sistem peradilan
pidana di sebagian besar negara (Ismail et al., 2023).

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses reintegrasi
mantan narapidana memiliki ketergantungan yang kuat pada kualitas
lingkungan masyarakat. Mengingat tantangan yang dialami oleh mantan
narapidana, berbagai program intervensi sosial yang direkomendasikan akan
memiiki efektifitas yang optimal apabila dilakukan di dalam lingkungan
masyarakat dan diawasi oleh masyarakat di dalam lingkungan tersebut. Aspek
penting dari perlibatan masyarakat adalah fungsi dari ketersediaan sumber

daya yang luas di masyarakat. Keunggulan tersebut kemudian menjadi aspek
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penting yang mampu mengoptimalkan pemenuhan berbagai kebutuhan
program reintegrasi, melalui perlibatan lembaga-lembaga terkait di sektor
publik yang memiliki kapasitas untuk menginisiasi berbagai program sosial
yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mantan narapidana dalam
menjalani masa reintegrasi pasca pembebasan.

Persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana merupakan salah satu
indikator kunci yang menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana di
Indonesia. Keberhasilan sistem tersebut tidak hanya diukur dari sejauh mana
lembaga peradilan mampu memberikan sanksi pidana atas kejahatan yang
telah dilakukan (Fatimah, 2021), tetapi juga dari kemampuan sistem hukum
untuk memulihkan, merehabilitasi, dan memfasilitasi mantan narapidana agar
dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara layak dan
bermartabat. Buruknya pendapat masyarakat tentang kemungkinan
perubahan positif yang dapat dicapai oleh mantan narapidana bukan hanya
disebabkan oleh keterbatasan lembaga eksekutor hukum, terutama lembaga
pemasyarakatan, dalam menjalankan fungsi rehabilitatifnya, melainkan juga
diperkuat oleh keberadaan regulasi yang terkesan diskriminatif. Regulasi
semacam ini secara implisit memperkuat stigma dan mempersempit ruang
sosial yang tersedia bagi mantan narapidana untuk membangun kehidupan
baru.

Salah satu contoh nyata diskriminasi terhadap mantan narapidana dapat
dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 23 ayat (1) huruf
(b). Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki
kesempatan yang sama mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, asalkan
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap dengan ancaman minimal dua tahun. Pada
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praktiknya, rumusan ini menutup akses mantan narapidana untuk
berpartisipasi dalam birokrasi negara, terlepas dari rehabilitasi atau perubahan
perilaku yang telah mereka lakukan.

Regulasi ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, negara menegaskan
prinsip equality before the law sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.” Di sisi lain, regulasi ini
membatasi hak politik dan sosial-ekonomi individu tertentu karena latar
belakang kriminalitasnya, yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(3) UUD 1945 mengenai hak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan. Dengan demikian, regulasi tersebut berpotensi bersifat
inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip konstitusi yang
menekankan kesetaraan dan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi
secara penuh dalam kehidupan publik.

Dari perspektif teori hukum, regulasi semacam ini menunjukkan
dominasi positivisme hukum yang kaku, di mana teks undang-undang
dianggap final tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan substantif,
rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Menurut Aulia (2018) hukum seharusnya
bersifat progresif dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, serta nilai-
nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, regulasi diskriminatif mencerminkan
tekanan sosial dan konstruksi moral masyarakat yang mengutamakan
“kemurnian” lembaga negara, tetapi mengabaikan prinsip pemulihan sosial
dan kesempatan kedua bagi mantan narapidana.

Agar aturan tidak menimbulkan diskriminasi, regulasi seharusnya
mengadopsi pendekatan berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial, misalnya
dengan memperhatikan lamanya narapidana telah menyelesaikan hukuman,

bukti perubahan perilaku, serta rekomendasi dari lembaga pembinaan.
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Mekanisme pelaksanaannya dapat meliputi evaluasi individual, program
pendampingan selama masa reintegrasi, dan pengawasan berkala untuk
memastikan kesiapan mantan narapidana dalam berpartisipasi di ranah publik.
Pendekatan semacam ini tidak hanya menjaga prinsip kesetaraan hukum,
tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan sebagai instrumen
perbaikan sosial.

Secara lebih luas, analisis hukum semacam ini menekankan bahwa
hukum tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan teks undang-undang,
tetapi harus sensitif terhadap konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.
Mantan narapidana yang telah melunasi kewajiban hukumnya berhak
memperoleh kesempatan kedua, termasuk dalam partisipasi sosial dan
pemerintahan. Oleh karena itu, peninjauan kembali regulasi diskriminatif
menjadi langkah penting untuk mewujudkan keadilan substantif dan
menegaskan fungsi hukum sebagai sarana pemulihan martabat manusia,

bukan sekadar alat penghukuman.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap
mantan narapidana masih menjadi hambatan utama dalam proses reintegrasi
sosial, baik di ruang publik maupun dalam lingkup keluarga. Stigma tersebut
beroperasi sebagai secondary punishment yang berdampak pada kondisi
psikologis dan sosial mantan narapidana, sehingga meningkatkan kerentanan
terhadap kegagalan reintegrasi dan residivisme. Temuan ini menegaskan
bahwa beban pasca-pemidanaan yang dialami mantan narapidana tidak
berhenti pada konsekuensi hukum formal, melainkan berlanjut dalam relasi

sosial sehari-hari.
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Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa lemahnya kesinambungan
antara pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan penerimaan sosial di
masyarakat menunjukkan keterbatasan sistem peradilan pidana dalam
mendorong perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan
pendekatan yang mengintegrasikan prinsip rehabilitatif, restorative justice,
dan reintegrasi sosial melalui program berbasis masyarakat. Sejumlah studi
menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan komunitas berperan signifikan
dalam mengurangi stigma dan meningkatkan peluang reintegrasi mantan
narapidana (Mpofu et al., 2024; Zhoohiru & Subroto, 2022).

Dengan demikian, reintegrasi mantan narapidana perlu dipahami sebagai
proses pemulihan sosial dan hak sebagai warga negara. Keberhasilan program
berbasis masyarakat harus didukung oleh kerangka kebijakan dan regulasi
yang lebih responsif dan nondiskriminatif, agar reintegrasi tidak hanya

menjadi tujuan normatif, tetapi terlaksana secara nyata dan berkelanjutan.
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